WALIKOTA MADIUN

SALINAN
PERATURAN WALIKOTA MADIUN
NOMOR 56 TAHUN 2020
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MADIUN

NOMOR 39 TAHUN 2020 TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN
HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN

Menimbang

Mengingat

PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019

WALIKOTA MADIUN,

a. bahwa untuk melaksanakan Surat Edaran Menteri

Dalam Negeri Nomor 440/5184/SJd tentang
Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19) Daerah, maka Peraturan
Walikota Madiun Nomor 39 Tahun 2020 tentang
Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol
Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian
Corona Virus Disease 2019 sudah tidak sesuai dengan
situasi dan kondisi saat ini sehingga perlu diubah;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Walikota Madiun tentang Perubahan atas Peraturan
Walikota Madiun Nomor 39 Tahun 2020 tentang
Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol
Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian

Corona Virus Disease 2019;

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah
Penyakit Menular;

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015;



10.

11.

12.

13.

14.

15.

-0 -

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang
Kekarantinaan Kesehatan;

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang
Penanggulangan Wabah Penyakit Menular;

Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang
Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi
Tertentu;

Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang
Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-
19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional;

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang
Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19);

Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang
Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol
Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona
Virus Disease 2019;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020
tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease
2019 (Covid-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah;
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
Hk.01.07/MENKES/328 /2020 tentang Panduan
Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease
2019 (Covid-19) di Tempat Kerja Perkantoran Dan
Industri Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha
Pada Situasi Pandemi;

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
Hk.01.07/MENKES/382/2020 tentang Protokol
Kesehatan Bagi Masyarakat Di Tempat Dan Fasilitas
Umum Dalam Rangka Pencegahan Dan Pengendalian
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
HK.01.07/Menkes/413/2020 tentang Pedoman
Pencegahan dan Pengendalian Corona  Virus

Disease 2019 (COVID-19);

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun
2020 tentang Penerapan Disiplin Protokol Kesehatan
Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 bagi
Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam

Negeri dan Pemerintah Daerah;



Memperhatikan :

Menetapkan
PERTAMA

16.

17.

18.

19.

20.

Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Dan
Kebudayaan Nomor 01/KB/2020, Menteri Agama Nomor
516 Tahun 2020, Menteri Kesehatan  Nomor
Hk.03.01/MENKES/363/2020, Dan Menteri Dalam
Negeri Nomor 440-882 Tahun 2020 tentang Panduan
Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Tahun Ajaran
2020/2021 Dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa
Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala
Daerah dalam Rangka Penerapan Disiplin dan
Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya
Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease
2019 di Daerah;

Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 04 Tahun 2006
Tentang Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban
Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2010;

Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017
tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
Peraturan Walikota Madiun Nomor 39 Tahun 2020
tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum
Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan

Pengendalian Corona Virus Disease 2019;

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/5184/SJ

tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Corona

Virus Disease 2019 (COVID-19) Daerah;

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALIKOTA MADIUN TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN WALIKOTA MADIUN NOMOR 39
TAHUN 2020 TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN
PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI
UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA
VIRUS DISEASE 2019.



Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Madiun

Nomor 39 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan

Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya

Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019

diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (3) Pasal 3 diubah, sehingga secara

keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 3

Dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus

Disease 2019 (COVID-19) serta  pemulihan

transformasi ekonomi daerah di Kota Madiun,

Pemerintah Daerah membentuk Satuan Tugas

Penanganan COVID-19.

Satuan Tugas Penanganan COVID-19 sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1), mempunyai tugas:

a. melaksanakan dan mengendalikan implementasi
kebijakan strategis yang berkaitan dengan
penanganan COVID-19;

b. menyelesaikan permasalahan pelaksanaan
kebijakan strategis yang berkaitan dengan
penanganan COVID-19 secara cepat dan tepat;

c. melakukan pengawasan pelaksanaan kebijakan
strategis yang berkaitan dengan penanganan
COVID-19; dan

d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan serta
langkah-langkah lain yang diperlukan dalam
rangka percepatan penanganan COVID-19.

Satuan Tugas Penanganan COVID-19 sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), diketuai oleh Walikota

Madiun.

Pembentukan Satuan Tugas Penanganan

COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
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2. Ketentuan ayat (2) huruf a dan huruf b Pasal 31 diubah,
dan di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu)

ayat yaitu ayat (2a) sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai
berikut:

(1)

(2)

Pasal 31

Setiap orang, pelaku usaha, pengelola,
penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan
fasilitas umum yang melanggar ketentuan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6,

Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11,

Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16,

Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21,

Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26,

Pasal 27, Pasal 28 dan Pasal 29 dikenakan sanksi.

Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berupa:

a. bagi perorangan:

1) teguran lisan dan/atau teguran tertulis;

2) menyediakan  masker/cairan  pembersih
tangan mengandung alkohol (hand
sanitizer)/tisu basah yang selanjutnya
dibagikan kepada masyarakat;

3) kerja sosial berupa membersihkan fasilitas
umum dan/atau menyemprotkan
disinfektan; dan/atau

4) denda administratif paling sedikit
Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
dan paling banyak Rp. 250.000,00 (dua
ratus lima puluh ribu rupiah).

b. bagi pelaku wusaha, pengelola, penyelenggara
atau penanggung jawab tempat dan fasilitas
umum:

1) teguran lisan;

2) teguran tertulis;

3) penghentian sementara operasional usaha;

4) pencabutan izin usaha; dan/atau

5) denda administratif paling sedikit
Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
dan paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu

juta rupiah).



(2a) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) disetor ke Kas Umum Daerah Kota Madiun.
(3) Dalam pelaksanaan, penerapan sanksi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan situasi
dan kondisi masing-masing serta berkoordinasi
dengan Lembaga terkait, Tentara Nasional Indonesia

dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 11 Desember 2020

WALIKOTA MADIUN,
ttd
Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.

Diundangkan di Madiun
pada tanggal 11 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH,
ttd

RUSDIYANTO, SH. M.Hum.
Pembina Utama Madya
NIP. 19671213 199503 1 003

BERITA DAERAH KOTA MADIUN
TAHUN 2020 NOMOR 56/G

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. WALIKOTA MADIUN

Sekretaris Daerah
u.b.

RETARIAT
raBUID




